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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sem-
purna apabila belum dikaruniai anak. Setiap anak yang 
dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah 
adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah 
jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila 
suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum, maka 
dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah 
menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan 
tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, 
baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun 
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
 
Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia 
dewasa ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan 
seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan 
suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi 
kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan 
sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, 
sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak diluar 
suatu ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu 
ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Dalam 
kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali men-
dapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak 
menentu siapa bapaknya. Artinya anak yang lahir tersebut 
hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan 
yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai 
hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini 
disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah 
dari anak luar kawin tersebut. 
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Lain halnya jika seorang laki-laki yang bersedia 
mengakui sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut, 
maka statusnya akan menjadi jelas. Kendati pengakuan 
sang ayah tersebut hanya bersifat formal dan yuridis 
namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis 
anak luar kawin tersebut. Artinya bisa saja pengakuan 
ayah itu dilakukan oleh orang lain yang sesungguhnya 
bukan ayah biologis ayah kandung dari anak luar kawin 
tersebut. dengan demikian hubungan antara anak luar 
kawin dengan ayahnya hanya sekedar hubungan yuridis 
saja, bukan hubungan biologis, karena ayah yang 
memberikan pengakuan ayahnya itu sebenarnya bukan 
ayah kandung dari anak tersebut. Jadi, anak luar kawin 
hanya mem-punyai hubungan yuridis dengan ibunya saja, 
tidak dengan ayahnya, kecuali ia diakui oleh ayahnya. 
 
Sebagaimana kita ketahui, seorang anak yang lahir 
dalam suatu ikatan perkawinan sah tidaklah banyak me-
nimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan 
tidak bertentangan dengan hukum. Lain halnya seorang anak 
yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, 
maka banyak menimbulkan masalah baik bagi yang 
berkepentingan anak bersangkutan maupun bagi masya-
rakat sekitarnya yaitu bagaimana kedudukan hukum anak 
luar kawin dalam pewarisan, dan bagaimana pula hubu-
ngannya dengan kedua orang tuanya atau salah dari orang 
tuanya. Apakah kedua orang tuanya atau salah satu dari 
orang tuanya dapat mewariskan harta bendanya kepada 
anak luar kawin itu, dan dengan cara yang bagaimana 
pewarisan dilakukan?. Permasalahan anak luar kawin 
merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam 
hukum perdata, karena ia menyangkut hak asasi seorang 
anak terkait dengan hak untuk hidup dihidupi, hak men- 
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dapat nafkah, hak memperoleh pendidikan dan hak 
men-dapat harta warisan. 
 
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa 
ketentuan dan pasal-pasal dalam Burgerlijk Wetboek (BW) 
atau yang lazim diterjemahkan menjadi Kitab Uindang 
Undang Hukum Perdata, hanya berlaku bagi mereka yang 
tunduk atau menundukan diri pada Burgerlijk Wetboek 
(BW) tersebut. mereka yang tunduk atau menundukan diri 
pada Burgerlijk Wetboek khususnya mengenai hukum 
waris adalah Warga Negara Indonesia keturunan 
Tionghoa dan Eropah, sedangkan golongan Bumi Putera 
tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah 
diresipir oleh Hukum Adat, sehingga bagi mereka berlaku 
Hukum Waris Adat. 
 
Pembahasan mengenai kedudukan dan hak waris 
anak luar kawin dalam buku ini diberikan secara singkat dan 
padat menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata 
barat sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wet-boek. Buku 
ini tidak membahas secara rinci mengenai hak dan 
kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat dan hukum 
islam. Pembahasan buku ini hanya membatasi masalah 
kedudukan anak luar kawin dam pewarisan menurut 
Burgerlijk Wetboek (BW) dengan sedikit per-bandingan 
dengan kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan yang 
diatur dalam hukum adat dan hukum islam. Selain itu di 
dalam pembahasan ini ada sedikit penambahan yaitu 
mengenai dampak dari anak luar kawin pasca adanya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Karena setelah adanya Putusan MK ini banyak komentar dan 
kritikan dari masyarakat serta adanya banyak gugatan yang 
diajukan setelah Putusan MK ini dibacakan. Oleh karena itu 
penulis menganggap bahwa 
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dampak Putusan MK terhadap anak luar kawin ini 
dianggap perlu sebagai bahan pembanding dan 
referensi bagi pembaca. 
 
B. Metode Penulisan 
 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa untuk membahas 
suatu masalah perlu adanya suatu penelitian atau survei. 
Suatu karya ilmiah harus disusun berdasarkan metode 
penulisan secara ilmiah. Pemilihan metode penulisan dalam 
suatu karya ilmiah dibidang hukum senantiasa dibatasi oleh 
rumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan 
hukum itu sendiri.1 dalam setiap pe-nelitian atau survei 
terhadap suatu masalah dapatlah digunakan bermacam-
macam cara atau metode seperti misalnya melakukan 
penelitian atau survei secara ke-pustakaan, melakukan 
interview dan lain sebagainya. 
 
Dalam penulisan buku ini metode yang digunakan 
adalah kajian normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah 
secara mendalam terhadap peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur tentang hukum keluarga, yaitu 
ketentuan dalam Buku I Burgerlijk Wetboek. Pendekatan 
yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute 
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual app-
roach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan 
dengan mengkaji dan menganalisis Burgerlijk Wetboek 
(BW) yang mengatur mengenai hak dan kedudukan waris 
anak luar kawin. Pendekatan konsep dilakukan dengan 
meneliti dan meng-kaji asas-asas hukum serta teori-teori 
 
 
 
 
1 Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), 
Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya, 1994,hal. 1. 
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hukum2 terutama mengenai hak dan kedudukan anak 
luar kawin dalam mewarisi harta orang tuanya. 
 
Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan 
menyeluruh mengenai status, hak dan kedudukan anak 
luar kawin dalam hukum keluarga dan dalam mewarisi 
harta peninggalan orang tuanya. Analisis bahan hukum 
didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-
asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan 
permasalahan yang ditulis dalam buku ini, dengan 
melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. 
Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu 
ditarik dari ketentuan yang bersifat umum kemudian 
dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus. 
 
Dalam buku ini, penulis menggunakan cara pene-
litian kepustakaan saja. Adapun cara penelitian kepusta-
kaan adalah suatu cara meneliti suatu masalah atau 
persoalan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum 
dari buku beberapa pendapat para sarjana atau karangan 
dalam majalah yang menguraikan tentang masalah atau 
persoalan yang menyangkut hukum waris menurut BW 
dan hak serta kedudukan anak luar kawin dalam proses 
pewarisan. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik 
sebuah kesimpulan mengenai apa dan bagaimana kedu-
dukan dan hak waris anak luar kawin menurut hukum 
waris berdasarkan BW. Dari kesimpulan tersebut kemu-
dian diberikan beberapa rekomendasi terkait dengan 
pengaturan hak dan kedudukan anak luar kawin dalam 
 
 
 
 
2 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad 
Ke-20,Alumni, Bandung, 1994, h.141. 
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perkawinan dan dalam mewaris terhadap 
harta kekayaan orang tuanya. 
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